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ABSTRACT 
  
Food security is the nation's wealth and richness of farmers in the past, that now are 
decrease even disappear- replaced with production patterns and food-paced 
consumtive patterns, as a result of the introduction from the interests of neo-
liberazation globalization farm that seems to be very "spoil/comforting", but behind 
that it was slowly "kill" cultural sectors, sovereignty even safety of a generation. 
 
This study aims to take a picture the condition of food insecurity that occurs in one 
forest villages, which is in the Lembu Village, Bancak District, and Semarang Region. 
The analysis used method of HFIAS (Household Food Insecurity Access Scale), whereas 
research process used survey method. 
 
The results showed that (1) The Village Community in general still have problems or 
lack of foods. Meanwhile, the enough foods amount is relatively few (and did not reach 
30% of the total, which is only 22.2%). (2) Category enough food in this region can be 
easily slip over to the position of lack of foods rather than safe food, because in the dry 
season, food insecurity become a common phenomenon. (3) The strategy of survival 
were done by community in this village in times of food insecurity or paceklik2 is by 
reducing types of daily foods or eating foods that is not desired. 
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1 Staff Pengajar Pada Progdi Sosiologi FISKOM UKSW Salatiga 
2 Paceklik (Bahasa Jawa) yang berarti Musim kekurangan bahan makanan -KBBI 
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1. LATAR BELAKANG 
Berapa banyak anak-anak pergi tidur dalam keadaan kenyang? Itulah salah satu kutipan yang pernah disuarakan badan pangan dunia (WHO) sekitar satu dekade lalu, untuk menantang semua Negara jujur melihat kondisi kemiskinan, yang ditandai dengan kekurangan pangan. Hal itu yang kemudian melahirkan kesepakatan MDGs (millennium development 
goals), yang mendorong para pemimpin dunia memberikan perhatian yang besar terhadap kemiskinan. Dikaitkan dengan faktor kekerasan, kelaparan adalah merupakan bentuk dari kekerasan yang masih bersifat potensial/positif. Artinya, sebelum kelaparan muncul seharusnya Negara bisa mencegahnya melalui berbagai program dan policy. Oleh sebab itu, kalau terjadi kelaparan, bukan hanya yang potensial menjadi nyata, tetapi juga terjadi sebuah tindak kekerasan oleh Negara terhadap rakyatnya, khususnya yang miskin. 
Berkaitan dengan konsep kekerasan itu, berkembanglah kemudian gagasan human security (ketahanan/keamanan [hidup] manusia). Gagasan ini tidak bisa dilepaskan dari dua pemikir filsafat kemanusiaan: Johan Galtung (1969 dan 1981) yang berbicara tentang perdamaian dan ancaman terhadap manusia melalui budaya dan Negara, dan Amartya Sen (1982) yang menekankan bahwa politik bisa potensial menyumbang kekerasan (dalam bentuk kelaparan) melalui birokrasi yang jelek dan tak tertata rapi. 
Dalam sebuah laporan yang dibuat oleh Badan Urusan Penduduk PBB pada tahun   2011   yang berjudul The State of Population 2011, bahwa pada tanggal 31  Oktober   2011 jumlah     penduduk dunia akan mencapai jumlah 7 Milyar jiwa, dimana 60% penduduk hidup di Asia dan 15% hidup di Afrika, namun jumlah penduduk Afrika berkembang dua kali percepatan pertumbuhan penduduk Asia. Studi tersebut melacak tren jumlah penduduk 
187 
 
dan demografi di sembilan negara, yaitu Tiongkok, Mesir, Ethiopia, Finlandia, India, Meksiko, Mozambique,  Nigeria dan negara bekas Yugoslavia, Republik Macedonia. Masih menurut data dari PBB tersebut, Indonesia menempati urutan ke empat dengan jumlah penduduk sebesar 237.414.5 juta orang. Sementara itu, BPS mencatat bahwa besaran jumlah penduduk Indonesia tidaklah jauh berbeda dari pendataan PBB tersebut, berikut adalah kondisi kependudukan Indonesia yang merupakan perbandingan antara proyeksi penduduk dan hasil sensus penduduk tahun 2010: 
Tabel 1 Proyeksi Jumlah Penduduk 2010,  Hasil SP 2010, dan Selisih Keduanya (dalam jutaan)  
No Provinsi Proyeksi Hasil SP Selisih No Provinsi Proyeksi Hasil SP Selisih
1 NAD 4.43         4.48         0.05 18 NTB 4.50        4.50        0.00
2 Sumut 13.45       12.98       -0.47 19 NTT 4.70        4.68        -0.02
3 Sumbar 4.89         4.84         -0.05 20 Kalbar 4.39        4.39        0.00
4 Riau 5.42         5.54         0.12 21 Kalteng 2.11        2.20        0.09
5 Jambi 2.88         3.09         0.21 22 Kalsel 3.55        3.63        0.08
6 Sumsel 7.32         7.45         0.13 23 Kaltim 3.24        3.55        0.31
7 Bengkulu 1.69         1.72         0.03 24 Sulut 2.25        2.27        0.02
8 Lampung 7.59         7.60         0.01 25 Sulteng 2.52        2.63        0.11
9 Babel 1.15         1.22         0.07 26 Sulsel 8.01        8.03        0.02
10 Kepri 1.58         1.69         0.11 27 Sultra 2.16        2.23        0.07
11 DKI Jakarta 9.29         9.59         0.30 28 Gorontalo 1.00        1.04        0.04
12 Jabar 42.08       43.02       0.94 29 Sulbar 1.06        1.16        0.10
13 Jateng 33.09       32.38       -0.71 30 Maluku 1.36        1.53        0.17
14 DIY 3.53         3.46         -0.07 31 Malut 0.99        1.04        0.05
15 Jatim 37.47       37.48       0.01 32 Irjabar 0.76        0.76        0.00
16 Banten 9.96         10.64       0.68 33 Papua 2.14        2.85        0.71
17 Bali 3.58         3.89         0.31 Indonesia 234.18    237.56    3.38  
Sumber: BPS, tahun 2011 
Berdasarkan perbandingan antara hasil proyeksi penduduk dangan hasil sensus penduduk tahun 2010, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia mengalami perkembangan melebihi dari hasil proyeksi penduduk, yakni ada selisih sekitar 3.38 juta penduduk. Hal ini tentu mengejutkan bagi kita, karena perkiraan pertumbuhan penduduk Indonesia yakni sebesar di bawah 1.4 persen justru mengalami peningkatan dari 1.45 
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persen menjadi 1.49 persen.  Kondisi ini tentu sangatlah mengkhawatirkan bagi Indonesia yang telah begitu lama mencoba melakukan pengendalian penduduk dan oleh PBB dinyatakan berhasil, namun sejak reformasi mengindikasikan bahwa pemerintah lalai atau tidak serius dalam mengatasi laju pertambahan penduduk sehingga dalam kurun waktu dari tahun 2000 – 2010 terjadi pertambahan penduduk yang mengkhawatirkan, yakni setiap tahun di Indonesia terjadi peristiwa kelahiran sebesar 4.5 juta bayi (bandingkan ini setara dengan jumlah penduduk di Negara Singapura atau 4 kali jumlah penduduk di Negara Timor Leste). Jika tidak ada tindakan serius dari pemerintah maka peristiwa “baby bomb”  kemungkinan akan kembali terulang (1971-1980). 
Besarnya jumlah penduduk Indonesia itu berimplikasi pada kenaikan jumlah konsumsi bahan pangan dan bahan pokok masyarakat yang semakin meningkat pula. Terkait dengan hal itu seharusnya, laju produksi pangan Nasional diatas atau setidaknya sama dan seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk yakni sebesar 1,49 persen per tahun, sehingga keamanan dan ketersediaan suplai bahan pangan dalam negeri mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri. Bahkan jika terdapat kelebihan stok pangan dalam negeri, Indonesia mampu menciptakan swasembada pangan nasional yang selama ini selalu di cita-citakan.  
Terkait dengan masalah ketahanan pangan, dengan kondisi kependudukan Indonesia seperti tersebut diatas dan dengan beraneka ragam budaya, sosio-ekonomi dan letak geografis menduduki peringkat 107 dari 177 negara untuk Indeks Pembangunan Manusia (Human Development 
Index tahun 2008). Meskipun Indonesia mengalami pemulihan yang cukup berarti sejak krisis ekonomi tahun1998, namun masalah kemiskinan, kerawanan pangan dan gizi masih cukup besar dan beragam antar provinsi dan kabupaten. Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut 
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menandatangani World Food Summit (1996) dan Millennium Declaration (2000), terus menerus memperkuat upayanya untuk mencapai tujuan ke 1 dari Millennium Development Goals (MDG), yaitu menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah US$1 per hari dan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya pada tahun 2015 
Tulisan ini, yang merupakan hasil survei awal tentang ketahanan/keamanan pangan berbasis keluarga, supaya mendalam dikaitkan dengan konsep human security. Berdasarkan hasil survei itu sendiri sebetulnya bisa diketahui seberapa kuat/rentannya sebuah rumah tangga terhadap akses dan pasokan pangan, berdasarkan pengalaman yang mereka alami dalam satu bulan terakhir. Melalui survei itu kita ditolong untuk melihat dan mencari kemungkinan melakukan intervensi supaya tidak terjadi kekurangan/rawan pangan bagi keluarga-keluarga tertentu. 
 
2. KERANGKA KONSEPTUAL 
Apakah kerawanan hidup itu? Bagaimana keterkaitan itu dengan kerawanan pangan? Keterkaitannya jelas. Pangan adalah salah satu sumber penting kehidupan. Tanpa pangan sulit kehidupan yang baik bisa dijalankan. Namun, sebagai sebuah kerangka pikir kerawanan pangan akan menjadi jelas dan bermakna ketika dikaitkan lebih erat dengan kerawanan hidup. 
Secara umum, belum ada definisi tunggal keamanan hidup. Mereka yang menekankan pada aspek kekekaran (terhadap manusia) saja tidak memadai mendefinisikan kerawanan hidup; demikian juga konsep kerawanan hidup yang dikaitkan dengan persoalan HAM dan pembangunan juga belum sepenuhnya memadai. Namun, dengan mempertimbangkan kedua hal itu, di bawah ini dicuplik dua definisi yang sering dipakai. 
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Ramesh Thakur (1997), wakil Rektor Uviversitas PBB merumuskan demikian: “kerawanan hidup menunjuk kepada kualitas hidup seseorang di masyarakat atau polity. Segala sesuatu yang merendahkan kualitas hidup (tekanan penduduk, hilangnya akses atau modal atau sumber, dan sejenisnya merupakan ancaman terhadap kerawanan. Sebaliknya, segala sesuatu yang mempertinggi kualitas hidup, seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan akses, dan keterlibatan politik, merupakan peningkatan terhadap kualitas keamanan hidup”. PBB (1994) juga memperkuat hal itu, dengan rumusan demikian: keamanan hidup dapat disebut mempunyai dua aspek. Pertama, aman dari berbagai ancaman kronis, seperti kelaparan, penyakit dan penindasan. Kedua, perlindungan dari kekacauan yang menyakitkan dan mendadak dalam pola hidup sehari-hari, baik dalam rumah, pekerjaan atau di komunitas. Ancaman-ancaman tersebut bisa dijumpai pada semua level nasional dan pembangunan”. 
Baik secara tersurat (dari definisi pertama) maupun tersurat (definisi kedua), kelaparan merupakan salah satu ancaman bagi kerawanan/keamanan hidup. Kalau sebuah masyarakat mengalami kelaparan, sementara pemerintah membiarkan hal itu berlangsung tanpa intervensi apapun, bukan hanya terjadi kekerasan (menurut Galtung), tetapi juga membiarkan munculnya kerawanan hidup. Karena itu, setiap situasi rawan apapun, fisik atau sosial, budaya atau politik, pemerintah mesti ikut campur tangan dan terlibat sebagai kewajiban moralnya. Pembangunan adalah sebuah upaya mewujudkan tanggung jawab sosial pemerintah terhadap pencegahan kerawanan hidup manusia. 
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3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1. Profil Desa Lembu  
Desa Lembu terletak pada ketinggian 370 m dpal dengan suhu berkisar 24 – 320C. Desa ini terletak di daerah dengan iklim yang memiliki bulan basah 5-6 kali berturut-turut dan curah hujan kurang dari 100 mm/bulan. Desa Lembu didominasi dengan tanah kering dan sebagian besar merupakan hutan. Keadaan wilayahnya berbukit-bukit dan bergelombang dengan kemiringan 5-450 . Risiko bencana yang terjadi di desa tersebut adalah kekeringan, tanah pecah-pecah dan kelangkaan air. Sebagian dari tanah di desa tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanam jagung, kacang, kedelai, singkong, cabe, kelapa, pisang dan mangga. 
Desa Lembu berbatasan dengan beberapa wilayah. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Plumutan, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bendungan dan Desa Jatilawang, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gilirejo, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali dan Desa Dadapayam, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Rejosari, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang. Desa Lembu terletak pada jarak 6 km dari pusat pemerintahan kecamatan Bancak dan 51 km dari pusat pemerintahan kabupaten Semarang. Secara administratif, Desa Lembu terdiri dari 7 RW dan 16 RT dengan tujuh dusun yang terdiri dari Dusun Bamban, Dusun Kalimacan, Dusun Kendel, Dusun Krajan, Dusun Krempel, Dusun Melikan dan Dusun Ngebleng. 
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Menjelang akhir tahun, atau memasuki bulan Oktober, hampir di seluruh Desa Lembu akan terlihat warna kuning kecoklatan. Hanya pada wilayah tertentu kita masih menjumpai warna hijau: pinggir sungai yang airnya tinggal sedikit, dan beberapa mata air (sendang) kecil. Namun, sebaliknya, kalau bulan Januari atau Februari hijau akan menjadi warna dominan. Maka, pada saat-saat itulah kita bisa melihat kontras kehidupan penduduk Desa Lembu. Kemarau: rawan pangan, penghujan: banyak pangan. 
Kalau penduduk mampu membuat keseimbangan di antara keduanya, sebetulnya rawan pangan tidak akan terjadi. Pada masa melimpah bisa dilakukan penyimpanan, yang akan digunakan pada masa rawan pangan. Namun, hal itu bukan persoalan mudah. Himpitan kemiskinan, jeratan hutang, dan kesulitan lain menghadang hidup mereka sehari-hari. Sekolah yang jauh, tidak adanya akses transportasi yang murah dan mudah, dan sarana memasarkan hasil kebuh/sawah merupakan beberapa kendala penting yang dijumpai.  
Tingkat pendidikan yang relatif rendah, dan kepemilikan tanah yang sempit menjadikan hal-hal yang dianggap “melimpah” menjadi tidak berarti. Kelimpahan itu hanyalah pada permukaan saja. Sebab, di bawahnya, dengan tatanan masyarakat yang hirarkis, menjadikan yang miskin terjebak pada hidup yang serba tergantung: hutang, relasi sosial yang harus saling dipenuhi/ditunaikan (reciprocity), dan berbagai relasi lainnya yang mewajibkan ada kewajiban saling mengembalikan, melalui pesta nikah, kelahiran bayi, dan berbagai kegiatan selamatan lainnya. Namun, jebakan itu juga tidak seluruhnya memiskinkan. Sebab, adakalanya relasi sosial itu merupakan “penyelamat” bagi yang berkekurangan. Hanya, relasi-relasi itu tidak juga mendorong mereka keluar dari “kungkungan kemiskinan”. 
193 
 
Lalu, harus bagaimana? Haruskah relasi itu dibuang sama sekali? Tentu saja tidak. Upaya membangun sebuah nilai baru memang diperlukan. Nilai baru itu adalah upaya mentransformasikan “kesaling tergantungan” atau reciprocity menjadi sarana membangun kekuatan bersama. Memang, tidak akan mudah. Paling tidak melalui upaya penyadaran kebersamaan supaya mengarah pada produktivitas merupaka kunci utama kemajuan di Desa Lembu. 
Sebab, survei yang dilakukan pada pasca-lebaran pun ternyata menghasilkan kondisi rawan pangan. Padahal, lebaran adalah sebuah pesta bersama, di mana makanan mestinya berlimpah. Apakah karena lebaran terjadi antara pertengahan Agustus- September, yang merupakan bulan-bulan mulai kerawanan pangan terjadi? Ataukah pada bulan-bulan itu desa mengalami kemarau tinggi? Dengan kata lain, untuk mengatasi rawan pangan dan kelaparan, ada fondasi sosial yang –kalau dikembangkan dan dikelola kearah produktivitas—akan memampukan masyarakat mengatasi persoalan kelaparan/rawan pangan yang mereka alami. Untuk melakukan itu, intervensi yang bersifat sosial, inovatif, dan teknologi baru yang berorientasi efisiensi dan mudah dikerjakan akan menolong mereka menjawab persoalan rawan pangan, yang diharapkan menjadi cukup pangan atau tahan pangan.  
”Ketahanan pangan terjadi apabila semua orang secara terus 
menerus, baik secara fisik, sosial, dan ekonomi mempunyai akses 
untuk pangan yang memadai/cukup, bergizi dan aman, yang 
memenuhi kebutuhan pangan mereka dan pilihan makanan untuk 
hidup secara aktif dan sehat”.( World Food Summit, 1996) 
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3.2. Desa Lembu: Rawan atau Tahan Pangan? Sebuah Analisis dan 
Diskusi 
Keamanan pangan secara resmi dan luas didefinisikan sebagai sebuah kondisi di mana semua orang sepanjang waktu memiliki akses ekonomi dan fisik terhadap kecukupan pangan untuk memenuhi kebutuhan makan mereka bagi kehidupan yang sehat dan produktif (Coates 2007: 1).3 Kondisi ini bisa diukur dengan seberapa besar tingkat kalori bisa dipenuhi oleh orang/keluarga (diperkenalkan oleh Sajogyo) dan beberapa cara lain, seperti mengukur tingkat pendapatan (untuk melihat daya beli terhadap pangan), atau akses terhadap sumber pangan itu sendiri (untuk melihat seberapa besar tingkat kemampuan mendapatkannya). Namun, kadangkala, cara- cara seperti itu relatif sulit dikerjakan.  
Survei (yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2014) ini menggunakan instrumen yang diperkenalkan oleh USAID  (2007) dan masih berbasis keluarga dengan melihat satu bulan ke belakang (empat minggu terakhir pada saat survey dilakukan) kehidupan keluarga berkaitan dengan soal pangan dan cara menenuhinya. Metode ini disebut sebagai Skala Akses Kerawanan Pangan Keluarga (SAKPaKe) atau  Household  Food Insecurity   
Access Scale (HFIAS). Metode ini didasarkan pada pemikiran bahwa pengalaman kerawanan (memperoleh) pangan menyebabkan tindakan dan tanggapan balik yang dapat ditangkap dan dikunatifikasikan secara terukur melalui sebuah survei dan digambarkan dalam peringkat/skala.  
Ada 9 Indikator untuk mendalami situasi keluarga apakah mereka mengalami rawan pangan atau tahan/aman pangan, yaitu: kekuatiran tentang makanan (Q1), Tidak Dapat Memakan Makanan Yang Diinginkan 
                                                             
3 Definisi ini diambil dan ditegaskan kembali dari rumusan yang dikeluarkan USAID 1992, yang 
mencakup tiga hal penting: keterjangkauan, akses/pemerolehan, dan penggunaan terhadap 
(sumber) pangan. 
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(Q2), makan hanya beberapa jenis makanan (Q3), konsumsi makanan yang sama sekali tak diinginkan (Q4), makan dalam jumlah/porsi yang sedikit (Q5) , jumlah sajian makanan per harinya lebih jarang (Q6), tidak ada makanan apapun dalam keluarga (Q7), tidur dalam keadaan lapar karena tidak ada makanan (Q8), dan terakhir dalam sehari semalam tanpa ada makanan sama sekali (Q9)  . Lalu, dari masing-masing itu didalami melalui sering tidaknya hal itu dialami (frekuensi) dalam satu bulan terakhir. 
Dari 9 indikator tersebut akan memberikan informasi terkait kelangkaan pangan (akses) di tingkat keluarga.  Ke-9 indikator tersebut merupakan jabaran dari empat jenis variabel  untuk  membantu kita dalam memahami karakteristik dari dan perubahan yang terjadi dalam kelangkaan pangan dalam keluarga (akses) di dalam populasi yang disurvei. Variabel-variabel tersebut menyajikan rangkuman informasi mengenai: 
 Akses kelangkaan pangan keluarga yang berhubungan dengan 
kondisi (terkait dengan variable/pertanyaan Q7 dan Q7a) 
 Akses kelangkaan pangan keluarga yang berhubungan dengan 
domain(terkait dengan variable/ pertanyaan Q2, Q3, dan Q4) 
 Skala Nilai Akses kelangkaan pangan keluarga  
 Frekuensi Akses kelangkaan pangan keluarga  
Melalui cara seperti itu, bisa diperoleh beberapa kemungkinan mengenai rawan/aman pangan, antara lain, merasakan cemas atau kuatir terhadap pangan, terpikir bahwa jumlah makanan tidak cukup, atau terpikir bahwa kualitas makanan tidak memadai (variasinya, kandungan gizinya, atau kesetaraan dengan makanan yang biasa dikonsumsi), tetapi bisa juga menyatakan mengurangi asupan (jumlah dan kualitasnya) makanan, atau terpaksa menanggung akibat dari pengurangan makanan (baik dari segi jumlah dan kualitasnya), dan akhirnya timbul perasaan malu karena 
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keterbatasan sarana yang memungkinkan memperoleh sumber pangan tidak bisa terpenuhi. Kondisi terakhir ini merupakan kondisi rawan pangan, baik dari sisi keluarga maupun masyarakat. 
Berdasarkan instrumen tersebut, survei telah dilaksanakan pasca-lebaran tahun 2014 di Desa Lembu. Pemilihan responden dilakukan dengan cara random sistematis dan dikombinasikan dengan accidental purposive. Cara terakhir dilakukan apabila setelah dilakukan random sistematik tidak bisa berjalan, karena situasi lapang. Berdasarkan hasil survei dan pengolahan data secara statistik diperoleh gambaran karakteristik responden dan gambaran (yang bertumpu pada 9 indikator).  
3.3. Karakteristik Responden 
 Berdasarkan grafik diatas nampak bahwa sebagian besar responden (60,5% dari 162 responden) dalam survey ini didominasi oleh perempuan. Sesuai kriteria dalam metode HFIAS, bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam 
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survey ini harus diajukan pada orang dalam keluarga yang paling berperan dalam penyiapan makanan. Artinya adalah bahwa siapakah dalam keluarga yang menjadi responden yang paling tahu dan memiliki peran dominan dalam penyiapan makanan. Hasil penelitian  semakin mempertegas bahwa perempuan memegang peran vital dalam penyiapan makanan keluarga. Bahkan dapat dikatakan “ketika satu keluarga mengalami ancaman ke(tidak)tahanan pangan, perempuanlah yang pertama kali paling khawatir akan kekurangan pangan dan bahkan harus mengalah untuk tidur dengan perut lapar, atau makan dalam jumlah gizi yang lebih sedikit, karena harus mengutamakan suami (laki-laki sebagai kepala keluarga) dan anak-anak mereka” 
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada dalam kategori Rumah Tangga Miskin (RTM). Desa lembu memiliki RTM sebanyak 
241 RTM yang tersebar di 6 dusun yang ada di wilayah desa Lembu (Kalimacan, Bamban, Krajan, Krempel, Ngebleng dan Kendel). Dari 241 RTM tersebut 162 digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Jika dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki oleh responden menunjukkan bahwa sebagian besar didominasi oleh tingkat pendidikan yang rendah (60,5% berpendidikan SD), bahkan sebanyak 29,6 % mereka tidak pernah mengenyam pendidikan. Rendahnya pendidikan ini sebagai salah satu indikasi kemiskinan yang masih melekat pada masyarakat desa Lembu yang disebabkan karena kualitas SDM yang rendah. Dari tabel 2 semakin mempertegas bahwa kemiskinan memiliki korelasi yang kuat dengan tingkat pendidikan masyarakat dan kerawanan pangan merupakan salah satu indikator dari kemiskinan tersebut. 
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Tabel 2 
Tempat Tinggal Responden * Pendidikan Responden Crosstabulation
6 2 7 5 0 20
30,0% 10,0% 35,0% 25,0% ,0% 100,0%
6 1 18 0 1 26
23,1% 3,8% 69,2% ,0% 3,8% 100,0%
6 8 10 1 0 25
24,0% 32,0% 40,0% 4,0% ,0% 100,0%
11 9 5 0 0 25
44,0% 36,0% 20,0% ,0% ,0% 100,0%
14 8 24 3 2 51
27,5% 15,7% 47,1% 5,9% 3,9% 100,0%
5 3 3 3 1 15
33,3% 20,0% 20,0% 20,0% 6,7% 100,0%
48 31 67 12 4 162
29,6% 19,1% 41,4% 7,4% 2,5% 100,0%
Count
% within Tempat
Tinggal Responden
Count
% within Tempat
Tinggal Responden
Count
% within Tempat
Tinggal Responden
Count
% within Tempat
Tinggal Responden
Count
% within Tempat
Tinggal Responden
Count
% within Tempat
Tinggal Responden
Count
% within Tempat
Tinggal Responden
Kalimacan
Kendel
Ngebleng
Krajan
Bamban
Ngrempel
Tempat
Tinggal
Responden
Total
Tidak Sekolah
Tidak
Tamat SD Tamat SD Tamat SMP Tamat SMA
Pendidikan Responden
Total
 
Sumber: Analisis Data Primer, 2014 
 Terkait dengan akses masyarakat terhadap sumber pangan yang meliputi pertanyaan-pertanyaan tentang; kekuatiran tentang makanan (Q1), Tidak Dapat Memakan Makanan Yang Diinginkan (Q2), makan hanya beberapa jenis makanan (Q3), konsumsi makanan yang sama sekali tak diinginkan (Q4), makan dalam jumlah/porsi yang sedikit (Q5) , jumlah sajian makanan per harinya lebih jarang (Q6), tidak ada makanan apapun dalam keluarga (Q7), tidur dalam keadaan lapar karena tidak ada makanan (Q8), dan terakhir dalam sehari semalam tanpa ada makanan sama sekali (Q9).  Berdasar tabel 3, secara umum gambaran mengenai persoalan pangan di Desa Lembu memperlihatkan hal yang tidak menggembirakan. Karena, dari 9 indikator yang merupakan inti dari instrumen untuk memotret tentang kerawanan pangan, menunjukkan bahwa prosentase menjawab “tidak” berkaitan dengan persoalan pangan rata-rata di bawah 50%.  Hanya mulai pertanyaan nomer 7, jawaban “tidak” berada di atas 50%. Kondisi ini 
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menyatakan bahwa boleh jadi, Desa Lembu memang belum mengalami situasi rawan pangan, sebab lebih dari separoh (63,2%) tidak mengalami kekosongan/kekurangan makanan dalam keluarga, dan 72,8% menyatakan bisa tidur nyenyak dengan perut kenyang, dan 93,8% tidak mengalami sehari semalam tidak makan. Data-data ini seakan-akan mempertegas bahwa di Desa Lembu tidak mengalami apa yang disebut dengan kekurangan atau kerawanan pangan. 
Tabel 3  
Akses Masyarakat Terhadap (sumber) Pangan (tingkat desa) 
      Ya 
Total Ya No Variabel Tidak Jarang  
(1-2 kali) 
Kadang  
(3-10) 
Sering  
(> 10 kali)     N % N % N % N % N % 1 Kekuatiran mengenai makan(an) (Q1) 47 29,0 19 11,7 42 25,9 54 33,3 115 71,0 2 Tdk dpt memakan makanan yg diinginkan (Q2) 45 27,8 24 14,8 48 29,6 45 27,8 117 72,2 3 Konsumsi hanya beberapa jenis makanan saja (Q3) 44 27,2 19 11,7 36 22,2 63 38,9 118 72,8 4 Konsumsi makanan yang sama sekali tak diinginkan (Q4) 70 43,2 25 15,4 32 19,8 35 21,6 92 56,8 5 Makan dalam porsi lebih kecil (Q5) 70 43,2 15 9,3 42 25,9 35 21,6 92 56,8 6 Mengurangi makanan harian/jumlah sajian berkurang per harinya(Q6) 78 48,1 16 9,9 33 20,4 35 21,6 84 51,9 7 Tidak ada makanan sama sekali dalam keluarga (Q7) 102 63,0 20 12,3 15 9,3 25 15,4 60 37,0 8 Tidur dengan perasaan lapar (Q8) 118 72,8 11 6,8 21 13 12 7,4 44 27,2 9 Sehari semalam tidak makan (Q9) 152 93,8 5 3,1 4 2,5 1 0,6 10 6,2 
Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2012 
200 
 
Namun jika ditelisik lebih mendalam, tabel 3 menjelaskan bahwa banyak responden menyatakan kuatir dalam soal akses pangan. Mereka merasa bahwa kecukupan makan yang ideal (atau seharusnya) tidak bisa dipenuhi. Ini menggambarkan pikiran bahwa masyarakat kemungkinan besar memang tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan secara ideal. Hal itu ditunjukkan melalui tingginya jawaban “ya” terhadap variable Q1 – Q3. Dari variabel ini menunjukkan ketidak-pastian responden akan pemenuhan kebutuhan pangan secara ideal. Ketidak-pastian ini diindikasikan dari jawaban ”kadang-kadan” dan ”Sering” yang cukup tinggi terkait dengan kepastian dalam pemenuhan kebutuhan pangan ideal 
Sementara pada tingkat pemahaman/persepsi (variabel Q4 – Q6) kurang dari 50% responden menyatakan “tidak”. Artinya, walau masyarakat masih menganggap kondisi sekarang adalah kondisi yang digambarkan sebagai cukup pangan, tetapi situasi ini belum sama sekali menggambarkan “aman pangan”. Situasi ini bisa dengan gampang berubah. Mengapa? Karena persentase mereka yang menyatakan cukup pangan masih rendah dengan mereka yang menyatakan “dalam bahaya”. Atau, secara umum kondisi masyarakat Desa Lembu berada sedikit di bawah cukup pangan. Kondisi ini bisa dengan mudah tergelincir ke dalam kurang pangan, dan harus ditingkatkan lebih kuat lagi, supaya banyak masyarakat yang masih bisa memilih makanan yang dikehendaki, atau makan dalam jumlah/porsi yang seperti biasanya dimakan setiap hari. Keadaan ”ketergelinciran” dari aman menjadi rawan dalam kontek variabel Q4 – Q6 ini akan menjadi nyata apabila ada kejadian yang ekstrim seperti ”paceklik” yang disebabkan karena ketersediaan air untuk mengairi lahan tadah hujan mereka tidak ada (karena kemarau yang panjang). 
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Tabel 4 
Frekuensi Tidak ada Makanan Sama Sekali di Dalam Keluarga
102 63,0 63,0 63,0
20 12,3 12,3 75,3
15 9,3 9,3 84,6
25 15,4 15,4 100,0
162 100,0 100,0
Tidak Ada
Jarang (1-2)
Kadang - Kadang (3-10)
Sering (>10)
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 Responden yang menjawab “tidak” terhadap pertanyaan-pertanyaan Q8 – Q9 yang meliputi: tidak ada makanan sama sekali dalam keluarga, dan tidur dengan perasaan lapar, bahkan tidak makan sehari semalam, jumlahnya lebih banyak. Gambaran ini hendak menyatakan bahwa tingkat kerawanan pangan dalam arti yang ekstrim belum terjadi di Desa Lembu. Namun, jumlah responden yang di bawah 40% juga perlu memperoleh perhatian. Sebab, ini menunjukkan bahwa sekitar sepertiga masyarakat Desa Lembu sebenarnya sedang mengalami rawan pangan. Kepada merekalah seharusnya intervensi program beras miskin, BLSM, dan sejenisnya mesti diarahkan. Kelompok ini benar-benar menghadapi kondisi darurat yang benar-benar miskin. 
3.4. Peta Penyebaran Rawan Pangan 
Mereka yang berpikir tentang rawan pangan (variabel Q1 – Q3) penyebarannya per dusun bisa dijelaskan sebagai berikut. Untuk yang kuatir mengenai makanan terjadi merata hampir di semua dusun (angka ada pada kisaran sekitar 40%), hanya Dusun Kendel yang frekuensinya kurang dari 40%. Sementara, persoaalan mengenai konsumsi makan makanan yang tidak dikehendaki/diinginkan, banyak dialami oleh responden di Dusun Bamban dan Dusun Krajan (kisaran 30-37%), kemudian disusul Dusun Kalimacan (25%). Dusun Krajan dan Bamban 
202 
 
menduduki tingkat paling tinggi dalam soal konsumsi hanya beberapa jenis makanan (terbatas), sedikit di bawahnya adalah Dusun Ngrempel.   
Berkaitan dengan persepsi/pemikiran mengenai kemungkinan rawan pangan (variabel 4-6), Bamban, Krajan, Ngrempel merupakan tiga dusun dengan frekuensi teratas (20-29%), tiga dusun lainnya berada sedikit di bawah 20%, dan bahkan Kendel hanya 7% saja. Makan dalam porsi kecil banyak terjadi di Dusun Ngrempel disusul Dusun Bamban, dan berikutnya Dusun Krajan, dusun yang lain juga relatif kecil. Dusun-dusun yang untuk mengatasi rawan pangan dilakukan melalui mengurangi sajian/makanan harian adalah tiga serangkai yaitu: Dusun Bamban, DusunKrajan dan, Dusun Ngrempel.  
Dengan mendasarkan pada pemaparan ini di Desa Lembu, maka berdasarkan tabel 4, ada tiga dusun di Desa Lembu yang memerlukan intervensi mendesak berkaitan dengan rawan pangan atau kurang pangan yaitu; Dusun Krajan, Dusun Bamban, dan Dusun Kendel. Dusun lainnya memerlukan intervensi dengan tingkat atau intensitas yang sedikit lebih kecil dibanding tiga desa sebelumnya tersebut. Gambaran secara menyeluruh mengenai persoalan pangan di Desa Lembu, secara umum bisa dilihat pada table 5 dan 6 berikut ini. 
Tabel 5 
Kategori HFIAS 
 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Cukup Kekurangan Pangan 35 21,6 21,6 21,6   Kekurangan Pangan 35 21,6 21,6 65,4  Cukup Pangan 36 22,2 22,2 43,8   Ketahanan Pangan 56 34,6 34,6 100,0   Total 162 100,0 100,0   
        Sumber: Analisis Data Primer 2014 
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ckp krg
cukup
kurang
tahan
Kategori HFIAS
Pies show counts
21.60%
35.0
22.22%
36.0
21.60%
35.0
34.57%
56.0
PIES DIAGRAM
KRITERIA  HFIAS TENTANG KONDISI KERAWANAN PANGAN
DESA LEMBU
 
 Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2014 
Tabel 6: Kondisi rawan/aman pangan menurut dusun  
3 5 3 9 20 
15.0% 25.0% 15.0% 45.0% 100.0% 
1 6 5 14 26 
3.8% 23.1% 19.2% 53.8% 100.0% 
6 5 3 11 25 
24.0% 20.0% 12.0% 44.0% 100.0% 
12 2 6 5 25 
48.0% 8.0% 24.0% 20.0% 100.0% 
10 12 14 15 51 
19.6% 23.5% 27.5% 29.4% 100.0% 
3 6 4 2 15 
20.0% 40.0% 26.7% 13.3% 100.0% 
35 36 35 56 162 
21.6% 22.2% 21.6% 34.6% 100.0% 
Count 
% within Tempat 
Tinggal Responden 
Count 
% within Tempat 
Tinggal Responden 
Count 
% within Tempat 
Tinggal Responden 
Count 
% within Tempat 
Tinggal Responden 
Count 
% within Tempat 
Tinggal Responden 
Count 
% within Tempat 
Tinggal Responden 
Count 
% within Tempat 
Tinggal Responden 
Kalimacan 
Kendel 
Ngebleng 
Krajan 
Bamban 
Ngrempel 
Tempat 
Tinggal 
Responden 
Total 
Rawan  kurang cukup Tahan/aman 
Kategori HFIAS 
Total 
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Kesimpulan:  
(1) Masyarakat Desa Lembu secara umum masih mempunyai persoalan rawan dan/atau kurang pangan. Sementara, jumlah mereka yang cukup pangan relatif sedikit (dan tidak mencapai 30% dari total, yakni hanya sebesar 22,2%). 
(2) Kategori cukup dapat dengan  mudah tergelincir pada posisi kurang daripada tahan/aman pangan. Sebab, mencermati gejalan secara umum, kalau masa-masa paceklik, kemarau panjang, banyak keluarga dengan kategori cukup sering mengidentifikasikan diri sebagai kurang bahkan rawan pangan. Oleh karena itu, kalau kategori ini digabung dengan kategori rawan dan kurang, prosentasi kurang pangan menjadi lebih tinggi, rata-rata di atas 60%. 
(3) Untuk mengatasi situasi kurang pangan, masyarakat sering melakukan memakan makanan yang tidak dikehendaki atau mengurangi jumlah sajian/jenis makanan harian mereka. Melalui strategi seperti itu, mereka berusaha untuk bertahan hidup. 
(4) Dusun yang paling mengalami rawan pangan adalah Krajan, disusul Ngebleng, Ngrempel dan Bamban; sementara dusun yang tahan/aman pangan adalah Kendel dan Kalimacan. Untuk kedua jenis dusun ini tetap diperlukan intervensi, tetapi dengan strategi yang berbeda. Sebab, pada dasarnya, Desa Kalijambe termasuk kategori rawan pangan. 
Rekomendasi 
1. Pemerintah perlu membuat program keamanan pangan melalui penggalakan pertanian yang efisien dan produktif yang berorientasi 
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pada lingkungan, demi menghasilkan panen yang cukup dan atau berlimpah. 
2. Pertanian organik perlu menjadi penyangga program keamanan pangan, sebab pertanian ini akan membawa manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan dalam jangka panjang: pengurangan pembelian pupuk dan benih, perbaikan relasi sosial antara satu orang dengan lainnya dan satu kelompok dengan lainnya. 
3. Pengembangan program penanaman tanaman pangan non-beras/padi, khususnya dalam masa ekstrim, kemarau, dengan varietas lokal yang tahan cuaca ekstrim, seperti kentang hitam, gadung, gembili dan sejenisnya, perlu digalakkan. 
4. Untuk memperkaya protein perlu dikembangkan tanaman lokal sebagai pengganti yang tahan lama dalam cuacam ekstrim, seperti saga; atau penggalakan tanaman saga merupakan salah satu kunci pemenuhan protein bagi masyarakat; selain itu kacang-kacangan lain atau jenis polong lainnya yang tahan cuaca perlu dikembangkan. 
5. Pengorganisasian lumbung dan kelompok minat kembang gizi di antara perempuan dan pemuda perlu terus ditumbuhkan dan dikembangkan. Sebagai pilar keluarga dan masa depan, perempuan dan pemuda perlu menjadi subyek dan inti program pembangunan di Desa Lembu, yang dimulai dengan peningkatan dari rawan menjadi cukup/tahan pangan. 
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